SALINAN

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA BATAM,

a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan

1.

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk
melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam;

bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas
Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif
dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahaan
Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta meningkatkan efektivitas kinerja dan
profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah;

bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 188.34/438.1/B.HUKUM-
SET/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Hasil
Fasilitasi Ranperwako Batam tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang



Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA  TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam.

S. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintah yang Wajib diselenggarakan oleh
semua daerah.

6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
daerah.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kota Batam Tipe A, sebagai unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Batam.

9. Inspektorat Pembantu adalah  Inspektorat
Pembantu I, II, III, IV dan V pada Inspektorat
Daerah Kota Batam.

10. Jabatan adalah pejabat yang secara tegas
menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau
keterampilan.

11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.



12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau
keterampilan tertentu serta mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Inspektorat Daerah Kota Batam

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu
Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi,
yaitu:

a. perumusan kebijakan teknis bidang
pengawasan dan fasilitas pengawasan;



(1)

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Walikota dan/atau
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan administrasi inspektorat;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi;

g. pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan
Negara/Daerah, Inspektorat Daerah
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c¢ tanpa menunggu
penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c
terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah,
Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri
dari:
a. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan

Keuangan.
b. Inspektorat Pembantu I;
c. Inspektorat Pembantu II;
d. Inspektorat Pembantu III;
e. Inspektorat Pembantu IV;
f. Inspektorat Pembantu V.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 8

Eselonisasi di lingkungan Inspektorat Daerah
ditetapkan sebagai berikut :

a. Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Sekretaris Inspektorat Daerah dan
Inspektorat Pembantu merupakan jabatan
struktural eselon Illa atau Jabatan
Administrator; dan

c. Kepala Subbagian Sekretariat Inspektorat
Daerah merupakan jabatan struktural eselon
[Va atau Jabatan Pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pada Inspektorat Daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan
Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas dipimpin
oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam
pelaksanaan tugas operasionalnya harus
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 11

Inspektorat dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu
Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan serta urusan
penunjang urusan pemerintahan.

Pasal 12

Inspektur bertanggung jawab memimpin,
membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk
kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau
mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih
dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pengangkatan pejabat berdasarkan Peraturan
Walikota ini dilaksanakan paling lambat 31
Desember 2021.

(2) Apabila pengangkatan pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan,
maka pejabat yang diangkat berdasarkan
Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota
Batam Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
dan mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2016 Nomor 476, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat
tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2021
WALIKOTA BATAM,
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 806

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum

%{7’—\
DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 199403 1 009



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
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